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POHON KINERJA SETDA KOTA BLITAR

:I'erwujudnya Peningkatan Kualitas
Tata Kelola Pemerintahan
IK : 1. Nilai SAKIP
IK : 2. Indeks Pelayanan Publik
IK : 3. Indeks Kualitas Kebijakan
IK: 4. Indeks Reformasi Hukum
IK : 5. Indeks Tata Kelola

Pengadaan

Meningkatnya Akuniabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
IK : Persentase Validitas Data
Kinerja Pemerintahan

Meningkatnya Kualitas M k P berday Meningkatnya Tata Kelola Meningkatnya Kualitas Meningk Kualitas Pelay
Penyelenggaraaan Tata Kelola ‘ | lemb: ki katan | | Organisasi Pemerintah D h | F ! Pemerintak | | Publik
Kelurahan 1K - Persentase Fasilitasi 1K - 1_Persentase Perangkat | IK - Kinerja Penyelenggaraan | K - Persentase Perangkat Daerah
1K - Persentase Fasilitasi tata | pemberdayaan lembaga Diaerah dengan Nilai SAKIP Pemerintahan yang memiliki IKM dengan
kelcla kelurahan kemasyarakatan kelurahan (LKK) Minimal A kategori minimal BAIK
1K : 2 Indeks Kematangan K - Persentase unit pelayanan
Organisasi Ea— Kuali Pel publik dengan kategori Pelayanan
Meningkatnya Tata Kelola ingk Kualitas Lemb: Penyel Pemerintah Baik
B e e
| 1K - Jumlah kelurahan yang | IK : Persentase Peningkatan ingk Kinerja F L K : Persentase Pelaporan
berkategori swasembada Kapasitas Lembaga Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Kemasyarakatan Kelurahan IK : 1. Rata-rata Milai SAKIP Daerah Sesuai Standar Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Komponen IK : 1. Persemase Tindak Lanjut
Hasil SKM

Pelaporan

Ewvaluasi Perkembangan Desa

‘ IK : Jumlah Dokumen Hasil
serta Lomba Desa dan Kelurahan

= I - 2. Persentase Perangkat
Daerah dengan nilai evaluasi
kelembagaan minimal tinggi

IK : 3. Persentase jabatan pada

Terlak F

Kelurahan

IK : Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan yang organisasi Perangkat Daerah yang

telah di ANJAB dan ABK

dibina
Terlak: F
lab 77 it Y
T - B SAKIP dan RE
Kelurahan dalam RT SAE 1K : 1. Jumlah Dokumen SAKIP

dan RE Perangkat Daerah

1K, - Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan yang
terlibat dalam RT SAE

IK : 2. Jumlah Dokumen SAKIP
dan RB Pemerintah Daerah

Tersusunnya Kebijakan Bidang
Kelembagaan dan ANJAB
1K - Jumlah Rumusan Kehijakan
Bidang Kelembagaan dan ANJAB

1K - Jumlah Perangkat Daerah

yang melaksanakan Penilaian

Mandiri Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah

Ter isasi dan
Verifikasi Data Pemerintahan
Daerah

IK : Jumlzh Data Pemerintahan
wyang diinventarisasi dan
diverifikasi

IK : Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

IK - 2. Persentase Perangkat
Daerah yvang dilakukan Pembinaan
Pelayanan Publik
IK : 3. Persentase Perangkat
Daerah yang menyusun Dokumen
Ketatalaksanaan Sesuai Dengan
Pedoman

1K : 1. Jumlah Dokumen
Ketatalaksanaan Perangkat
Daersh
1K : 2. Jumlah Rumusan Kebijakan
Bidang Ketatalaksanaan

Terlak ya F
Pelayanan Publik

1K : 1. Jumlah Perangkat Daerah
yang dilakukan Pembinaan
Pelayanan
1K : 2. Jumlah Rumusan Kebijakan
Bidang Pelayanan Publik




IK : Efektivitas Pelaksanaan

Kebijzkan dan Kerjazama
Pemrintah Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Meningkatnya Kualitas Kzbijakan Meningkatnya Kualitas Kabijakan Meningkatnya Kualitas Kebijakan Meningkatnya Kualitas Kerjasama Meningkatnya Kualitas Produk Meningkatnya Panyelezaian
IK - Efakfivitas Pelaksanaan IK - Efektivitas Pelaksanaan IK - Efektivitas Pelaksanaan IK - Efakivitas Kebijakan IK - Efeklifitas Kerja Sama Daerah IK - Persentase Produk Hukum IK - Pessentase Masalzh Hukum
Kebjakan Pemerintahan Kebijakan Keasjahteraan Rakyat Kebijakan Pangelalaan Adminiztrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti yang Terselesaikan
Perekonomian
‘ Meningkatnya Sinergitas Antar ‘
Perumusan Kebijakan Bidang Perumusan Kebijskan Bidang ‘ mmm Meningkatnya Kinerja BUMD dan Meningkatnya Kualftas Pengendalian Program IK.: Peraentase Kerja Sama yang Pembentukan Produk Hukum Pendampingan Hukum
Pemerintahan Keagamaan m“ﬂ"“ﬂ BLUD Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan ditindaklznjui Dagrzh IK.: Persentase Masaleh Hukum
IK : Peraentaze Rumusan IK : Persentase Rumusan IK Perzentaze Rurruaan IK: 1. Perazntaze BUMD dalam Pemantauan Kebijakan Sumber IK: Persentase Program IK: Persentase Produk Hukum yang Ditindaklanjuti
Kebjakan Bidang Pemerintahan Kebijakan Bidang Keagamaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan IK: Persentase Rumusan Kondisi Sehat Daya Alam Pembangunan yang dimenitoring yang ditindaklanjui
yang Ditindaklanjufi yang Ditindaklanjui Rakyat yang Ditindaklanjui Kebijaken Bidang Perekonomian IK: 2. Perzentaze BLUD dalem K Perzentase Rumusan s2zugi dengan ketentuan Terlh nventarisasi
yang Ditindaklanjui kondizi minimel Baik Kebijakan Bidang Pemantauzn Kebuiuhen Kerja Sama Doergh Teriventarisimva Pencaduan
Kebieon S.”T”ﬁlnm lﬁ.lam o IK : Jumlh Kerja sama Dagrsh Terlaksananya Penyusunen dan ‘ atas Masalzh Hukum
Terlaksananya Penetapan Terlsksananya Penetapan Terlaksananya Penetapan ' ; Dtrdari Terlaksananya Penyusunan yeng dibutuhkan Pembahasan Draft Produk Hukum IK : Jumlzh Pengaduzn Masalzh
Kebijskan Administrasi Kebijakan Bidang Keagamaan  Kebijakan Kesejahterasn Rakyat Terlaksznanya Penetapan ‘T-Hmwl‘nﬁmm Program Pembangunan Dagrzh Hukum yang diterima
Pemerintzhan IK : Jumlah Kebijakan Bidang IK - Jumlgh Kebijakan Kebijakan Bidang Perekonomian dan BLUD ; IK - Jumlah Draft Produk Hukum
IK : Jumizh Kebijakan Administrasi Keagamaan yang ditetapkan Kasejahteraan Rakyat yang IK - Jumizh Bidang Kebijakan IK : Jumlzh BUMD dan BLUD yang Terlaksananya koordingsi, o P Mol yang difzsilitasi
Pemerintahan yang ditetapkan ditetapkan Perekonamizn yang ditetapkan dikina sinkronisasi dan evalussi : - Fasiites: Bantuan
TETETIREET pEg ehal Kebijkan sunber dayaslam 1K : Jumlzh Mall yang tersuzun ‘ mm
. m&rgsﬁﬁ::ﬂn - ‘T-Hm-m“l‘::hm Produk IK - Jumigh Fu'las*?llah Hukum yang
‘ ul:hnnw e Evaluzsi Kebijgkzn Unuszn oy Pagedtln Terlakeananya Monev Kerja Sama Gfecltes
Kebijakan BUMD dan BLUD Pt 1K.: Jumizh Produk Hukum yang
= anian, Pangan, Kehutanzn, Daerah )
IK - Jumlah Kebsijakan BUMD dan e dan Ptk meh ditetapkan
BLUD yang ditetapkan Heladan cen ) I "E.”' - K JL!m_E Mol yang }
S — Perdagangan, Perindustrian, difindeklanjufi dengan Perjanjizn
KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja sama
Keria Terlakeananya Dokumentasi,
Sosializasi/Diseminasi Produk
Hukum
1K : 1. Jumlzh Produk Hukum yang
didokumentazikan

IK: 2. Jumlah Peserta
Soaialiszsi/Diseminasi Produk
Hukum



Meningkatnya Kinerja UKPBJ
dalam Pengelolaan PE.J

Pemerintah

K : Capaian Variabel Kematangan
UKPB.J yang mendapat Level

Proaktif

Meningkatnya Kualitas Layanan
Pengadaan Barang/ Jasa

IK : Tingkat Kematangan UKPB.J

Daerah dalam Penyelesaian Paket
Pekerjaan

K : Persentase PBJ yang
Diselesaikan dan dicatat Melalui
Sistemnm

Meningkatnya Kuantitas dan
kualitas SDM PBJ

Tersusunnya Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa

IK : Jumlah Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa yang disusun

Terlaksananya Fasilitasi
Pengadaan Barjas oleh UKPBJ

IK : Jumlah Paket PBJ yang di
proses oleh UKPB.J

Terlaksananya Monev
Pelaksanaan PBJ

IK : Jumlah Realisasi yang
diselesaikan oleh Perangkat
Daerah pada Aplikasi

IK : 1. Pemenuhan jumlah JF PPBJ
berdasarkan rekom LKPF

IK : 2. Persentase SDM PBJ yang
ditingkatkan Kualitasnya

Terlaksananya Fasilitasi
Peningkatan Kompetensi SDM
UKPE.J

1K : Jumlah Personel UKPBJ yang
mengikuti Bimtek/Sosialisasi

Terpenuhinya Jumlah JF PPBJ

1K : Jumlah Personil UKPBJ yang
tersedia




IK.- Persentase fasilitas layanan
loedinasan sesua standar
ketentuan yang beslaku

IK - Persertass keterssadizan
administrasi umum perangkat
daerah semusi standar

1K : Jumizh Laporan Penyedizan
Jusa Surat Menyurat
1K : Juriiah Laporan Hasil
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

1K : Jumlah Unit Peratatan dan
Meiesin lainnya yang disediskan

1K : Jumizh Orang yang Menssima
Gap dan Tunjangan Kepala Daerah)
dan Wakil Kepala Daerah

1K : Jurmlah Pkt Peralatan dan
Peslengkapan Kantor yang
disediakan

1K Jurniah Orang yang Mengikuti
Medical Check Up Kepata Dsersh

1K : Jurnish Paket Bahan Logistk dan kil

[Kantor yaryg disediakan




